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NOMOR CJ1 TAHUN 2014 

TENT ANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA 
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE, 
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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka upaya pemerintah daerah 
mengendaiikan pertumbuhan pasar tradisional, pusat 
perbe!anjaan dan toko modern adalah melalui penzman 
pengelolaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko 
modern: 

b. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2006 tentang 
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern, terhadap izin usaha 
pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko 
modern diterbitkan oleh Bupati; 

c. bahwa dalam rangka efesiensi waktu, memaksimalkan 
pelayanan serta memusatkan pelayanan izm usaha 
pengelolaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko 
modern pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu 
melimpahkan kewenangan pengelolaan administrasi dan 
penandatanganan izin usaha pengelolaan pasar tradisional 
pusat perbelanjaan dan toko modern kepada Kepala Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan1 sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala 
Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
·1974 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3041) sebaqatrnana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir- dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

6. Undang .. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
T oko Modern; 

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Palayanan 
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusar Pemerintahan Antar Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan 
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Pasal3 

Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, penerbitan izinnnya 
ditandatangani oleh kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Bone atas nama Bupati Bone. 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Bone. · 

Ditetapkan di Watampone 
pada tanggal 2 J:anu:ari1 2 0'1 4 

Diundangkan di Watampone 
pada tanggal 2 Januari 2014 




